BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

w - BUPATI TAPANULI TENGAHM,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan pasal 77 ayat (3) Peraturan
Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten  Tapanuli Tengah, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang — undang Dasar Negara
: _ Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara
;o (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
_ Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 "Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbenidaharaan Negara (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




10.

11.

12.

13.

14.
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); '

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah,;

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun
2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : FPERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan derigan prinsip otonomi seluas — luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah,;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
yang selanjutnya disebut Sekdakab; | |

Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah,;

Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah;

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah;

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.
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BAB II
ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Badan Kepegawaian Daerah adalah tipe B yang merupakan unsur
pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris daerah. '

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

menyelenggarakan urusan dan Kewenangann daerah dan merumuskan

konsep kebijakan Bupati dan pengendalian pelaksanaan pembinaan
meliputi bidang kepegawaian. |

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan

Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan  analisis kebutuhan  pegawai, seleksi dan
pengangkatan kesejahteraan dan penghargaan,;

b. menyusun konsep penempatan pegawai negeri sipil pada jabatan
struktural dan fungsional;

c. menyusun konsep mutasi kepegawaian dan urusan pensiun;
melaksanakan administrasi Korps Pegawai Negeri Kabupaten
Tapanuli Tengah;

e. menyelehggarakan urusan umum kepegawaian;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Secara hirarki Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari Kepala Badan,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang
dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Perlengkapan.
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c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pengembangan ASN dan Informasi

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengadaan;

2. Sub Bidang Pemberhentian;

3. Sub Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negsra,data dan

Informasi.

Bidang Mutasi,Promosi dan Kepéngkatan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Mutasi,Promosi dan Pensiun;

2. Sub Bidang Kepangkatan,Pengembangan Karir Struktural;

3. Sub Bidang Kepangkatan Pengembangan Karir Fungsional.

e. Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan,terdiri dari :

1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Struktural;

2. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional,

3. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.

f. Kelompok

Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis

BAB III
URATJAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati Tapanuli Tengah

dalam menyelenggarakan urusan dan Kewenéngann daerah dan merumuskan

konsep kebijakan Bu.pati den pengendalian pelaksanaan pembinaan meliputi
bidang kepegawaian.

| Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, Kepala Badan meny Jelenggarakan fungsi :

a.
b.

memimpin dan mengkoordinasikan keg1atan Badan Kepegawaian Daerah;

merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar

pelaksanaan

tugas pada Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang — undangan yang berlaku;

menetapkan

Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

menentukan
di daerah;

kebijjakan teknis tentang pelaksanaan program kepegawaian
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mengendalikan dan mengarahkaﬁ pelaksanaan tugas Sekfetariat, Sub
Bagian, Bidang-bidang, dan Sub Bidang di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah; |

mengoreksi dan menandatangani surat — surat serta memaraf surat —
surat untuk ditandatangani Bupati;

memfasilitasi lembaga profesi Apatur Sipil Negara/PNS (KORPRI)
merumuskan kebijakan dan solusi pemecahén terhadap masalah -
masalah pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sehubungan dengan
kebijakan penyelenggaraan tugas Badan Kepegawaian Daerah;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua
SEKRETARIS

Pasal 6

Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur Staf yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Badan.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan
pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan kepada seluruh satuan

organisasi dalam lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang—undangan,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas
Sekretariat;

b. menyusun langkah — langkah kerja / kegiatan Sekretariat sesuai
dengan rencana kerja yang ditetapkan;-

c. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai
bentuk sesuai dengan keperluannya; ‘

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan Bidang-
bidang lainnya; | _

e. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sekretariat serta meneruskan
proses surat menyurat kepada Kepala Badan;

f. memberikan pelayanan teknis administrasi umum,;

g. melaksanakan urusan keuangan;

h. mengkoordinasikan penyusunan anggaran Badan Kepegawaian
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melaksanakan urusan Kepegawaian;

melakukan urusan examinasi terhadap produk hukum, surat —
menyurat yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah;
melaksanakan urusan perlengkapan, inventaris kantor, dan rumah
tangga Badan Kepegawaian Daerah;

melaksanakan koordinasi dengan para Xepala Bidang tentang
penyusunan rencana dan program kerja Tahunan di lingkungan
Badan Kepegawaian Daerah;

menganalisa dan memaraf atas segala bentuk dokumen atau
peraturan yang diproduk Badan Kepegawaian Daerah yang
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan
saran pertimbangan pemeqahan masalah kepada Kepala Badan,

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 7

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan ;

b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Pasal B

(1). Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan adalah :

a.

membantu  Sekretaris dalam pelayanan teknis Operasional
Perencanaan,kepegawaian dan teknis keuangan kepada satuan
Organisasi Badan Kepegawaian Daerah serta bertanggung jawab
langsung kepada Sekretaris;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub
Bagian Kepegawaian dan Keuangan;

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Sub Bagian
Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkan;

mengarsipkan dan memelihara dokumen kepegawaian dan keuangan
dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian kepegawaian dan
keuangan dengan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Kepegawaian dan

keuangan sesuai dengan pedoman kerja;




(2)

[
.

-8-

meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Sekretaris;
menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas
serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah
kepada Sekretaris;

memberikan pelayanan teknis administrasi keuangan dan
administrasi kepegawaian,; |
melakukan urusan pembuatan Kartu Pegawai, Sertifikat dan Taspen;
melaksanakan urusan penggajian PNS dilingkungan Badan
Kepegawaian Daerah;

mengumpulkan bahan dan mempersiapkan penyusunan RKA dan
DPA; |
mengkoordinir  pelaksanaan penatausahaan keuangan dan
pengelolaan administrasi keuangan oleh Bendaharawan;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Sekretaris.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah :

a.

membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan teknis
Operasional dan teknis administratif kepada satuan Organisasi Badan
Kepegawaian Daerah bidang umum dan perlengkapan serta
bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan,

- Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub
Bagian Umum dan Perlengkapan,;

menyusun langkah-langkah kerja / kegiatan Sub Bagian Umum dan
Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
mengarsipkan dan memelihara dokumen umum dan perlengkapan
dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya,;
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan
Perlengkapan dengan Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Umum dan
Perlengkapan sesuai dengan pedoman kerja;

membantu Sekretaris dalam mendistribusikan surat masuk dan
mengolah semua arsip surat keluar BKD; |

melaksanakan tugas teknis urusan perlengkapan dan inventaris
barang serta kebutuhan rumah tangga Badan Kepegawaian Daerah,;
meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Sekretaris;
menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Sekretaris;
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1. melakukan pelayanan teknis atau urusan examinasi terhadap produk

hukum, surat menyurat yang dikeluarkan Badan Kepegawaian
Daerah.

Bagian Ketiga

KEPALA PENGADAAN,PEMBERHENTIAN,PENGEMBANGAN ASN DAN
INFORMASI

Pasal 9
Bidang Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan ASN dan Informasi
adalah unsur teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan ASN dan
Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

melaksanakan tugas di bidang Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan

ASN dan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada é.yat (2)
Kepala Bidang Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan ASN dan
Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undang,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan
lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaah tugas Bidang
Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan ASN dan Informasi;

b. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Bidang
Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan ASN dan Informasi sesuai
dengan rencana kerja yang ditetapkan; | | |

c. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai
bentuk sesuai dengan keperluannya,;

d. mengkoordinasikan tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian,
Pengembangan ASN dan Informasi dengan Sekretaris dan Bidang-
Bidang lainriya; |

e. menyusun data pegawai satuan kerja perangkat daerah berdasarkan
klasifikasi dan tingkat pendidikan;

f. menyusun bezething PNS se-Kabupaten Tapanuli Tengah;

g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang
Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan ASN dan Informasi serta

meneruskan proses surat menyurat kepada Kepala Badan;
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mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan pegawai dan formasi
kebutuhan PNS;

mempersiapkan bahan dan menyusun program kerja di bidang
pengadaan pegawai,

mempersiapkan dan mengelola pelaksanaan dan pelayanan teknis
administrasi pengadaan pegawai;

mengkoordinasikan  pelaksanaan adminisfrasi pemberhentian
ASN/PNS;

mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan,pemberhentian dan
pengelolaan informasi;

Memfasilitasi lembaga profesi ASN/PNS (KORPRI)

menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serté mempersiapkan
saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Badan;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah.

Pasal 10

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pengembangan ASN dan Informasi, terdiri
dari : '

a.
b.

C.

(1)

Sub Bidang Pengadaan;

Sub Bidang Pemberhentian;

Sub Bidang Pengembangan ASN,data dan Informasi.

Pasal 11

Uraian Tugas Kepala Sub Pengadaan adalah :

a.

membantu Kepala Bidang Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan
ASN dan Informasi dalam melaksanakan tugas bidang pengadaan,;
menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan
lainnya yang berhubungan ~dengari pedoman pelaksanaan tugas
bidang pengadaan ASN/PNS; |

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Sub Bidang Pengadaan
sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;

mengarsipkan dan memélihara dokumen administrasi Sub Bidang
Pengadaan dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan
dengan Sub Bidang lainnya,;

membantu penyusunan data ASN/PNS pada semua unit kerja;
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membantu menyusun bezething ASN/PNS Kabupten Tapanuli
Tengah;

mengarsipkan data dan bezethihg ASN/PNS;

mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan ASN/PNS
mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bidang Pengadaan sesuai
dengan pedoman kerja;

menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada
Kepala Bidang;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan ASN dan Informasi.

{2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pemberhentian adalah :

a.

membantu Kepala Bidang Pengadaan,Pembérhentian,Pengembangan
ASN dan Informasi dalam melaksanakan tugas Dbidang
pemberhentian,;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,
Petunjuk pelaksanaan dan Pefunjuk Teknis serta bahan — bahan
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan Sub bidang
pemberhentian;

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Sub Bidang
Pemberhentian sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi pemberhentian
dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemberhentian
dengan Sub Bidang lainnya;

mengevaluasi dan pelaporan pemberhentian PNS/ASN

mengarahkan pelaksanaan tugasA Staf Subbid Pemberhentian sesuai
dengan pedoman kerja;

menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada
Kepala Bidang;

melaksanakan tugas - tugas yang diberikan Kepala Bidang

Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan ASN dan Informasi.

(3) Uraian Tugas Sub Bidang Pengembangan ASN, Data dan Informasi:

a.

-

membantu Kepala Bidang Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan
ASN dan Informasi dalam melaksanakan tugas sub bidang

pengembangan ASN,Data dan Informasi;
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b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,
Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan Sub bidang

pengembangan ASN, data dan Informasi;

c. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatar Sub Bidang
Pengembangan ASN Data dan Informasi sesuai dengan rencana kerja
yang ditetapkan;

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi pengembangan
ASN, data dan informasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan
keperluannya;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan

ASN, Data dan Informasi dengan Sub Bidang lainnya;

f.  mempersiapkan data dan informasi tentang pengembangan karir

ASN/PNS Kab.Tapanuli Tengah;

g. menyusun data dan Kklasifikasi tingkat pendidikan PNS/ASN se
Kab.Tapanuli Tengah;

h. mempersiapkan perencanaan dan pengembangan karir PNS/ASN se
Kab.Tapanuli Tengah;

i. merencanakan dan melaksanakan faslitasi kelembagaan profesi ASN
(KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnyaj;

j- ~mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Subbid Pengembangan ASN
Data dan Informasi sesuai dengan pedoman kerja;

k. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas
serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah
kepada Kepala Bidang;

1.  melaksanakan tugas - tugas yang diberikan Kepala Bidang

Pengadaan,Pemberhentian,Pengembangan ASN, Data dan Informasi.

Bagian Keempat
KEPALA BIDANG MUTASILPROMOSI DANN KEPANGKATAN
Pasal 12 |
Bidang Mutasi,Promosi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah
adalah unsur Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Mutasi,Promosi dan Kepangkatan mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di Bidang
Mutasi,Promosi dan Kepangkatan meliputi Pengembangan Karir

Struktural dan Pengembangan Karir Fungsional.




-13-

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Bidang Mutasi,Promosi dan Kepangkatan menyelenggarakan
fungsi:

a.

mempelajari Peraturan Perundang — undang, Petunjuk Pelaksanaan
dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan lainnya yang berhubungan
dengan Bidang Mutasi,Promosi dan Kepangkatan ;

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Bidang Mutasi,Promosi
dan Kepangkatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai
bentuk sesuai dengan keperluannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi,Promosi dan
Kepangkatan dengan Bidang — bidang lainnya dan dengan Sekretaris;
mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Mutasi,Promosi dan
Kepangkatan serta meneruskan proses surat menyurat kepada Kepala
Badan; |

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Mutasi Promosi dan
Kepangkatan serta meneruskan proses surat menyurat kepada Kepala
Badan, |

mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang
Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;

mempersiapkan dan mengeiola data jabatan struktural dan
fungsional yang telah diisi dan yang masih kosong;

mempersiapkan dan mengelola pelaksanaan dan pelayanan teknis
yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan, mutasi, promosi,
perpindahan, kepangkatan, pensiun, pegawai dan menduduki
jabatan;

mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi,promosi, dan
kepangkatan;

ﬁenghimpﬁn permasalahan peléksanaan tugas serta mempersiapkan
saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Badan;
melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah.

Pasal 13

Bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan, terdiri dari :

a.
b.

C.

Sub Bidang Mutasi,Promosi dan Pensiun;

Sub Bidang Kepangkatan Pengembangan Karir Struktural;

Sub Bidang Kepangkatan Pengembangan Karir Fungsional.
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Pasal 14
Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Mutasi,Promosi dan Pensiun adalah :

a. membantu Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan dalam

melakukan pengelolaan dan penyusunan perencanaan dibidang

Mutasi, Promosi dan Pensiun,;

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan bidang

Mutasi, Promosi dan Pensiun;

c. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan sub Bidang Mutasi,

Promosi dan Pensiun sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan;

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Sub Bidang

Mutasi,Promosi dan Pensiun dalam berbagai bentuk sesuai dengan

keperluannya;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Mutasi,Promosi

dan Pensiun dengan Sub Bidang lainnya;

f. membuat daftar pensiun,memverifikasi dokumen usulan pensiun,

dan mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi, promosi, dan

pensiun;

g. mempersiapkan administrasi mutasi staf, mutasi jabatan,

pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian dari jabatan serta

urusan pensiun ASN/PNS;

h. membantu mengumpulkan,menghimpun dan mengelola data serta

informasi jabatan struktural dan fungsional yang telah diisi dan

masih lowong;

i. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bidang Mutasi, Promosi

dan Pensiun sesuai dengan pedoman kerja;

Kepala Bidang;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Mutasi,Promosi dan Kepangkatan;

1.  mempersiapkan data dan informasi tentang pengembangan karir

ASN/PNS;

m. melaksanakan tugas - tugas lain yvang diberikan Kepala Bidang.

menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada



(2)

(3)
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Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Kepangkatan Pengembangan Karir
Struktural adalah: '

a.

5@

[
.

membantu Kepala Bidang Mutasi,Promosi dan Kepangkatan dalam
melakukan pengawasan dan menyusun perencanaan Sub Bidang
Kepangkatan Pengembangan Karir Struktural,; |
menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang — undangan,
Petunjuk peleksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan Sub Bidang
Kepangkatan Pengembangan Karir Struktural,

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Sub Bidang
Kepangkatan Pengembangan Karir Struktural sesuai dengan rencana
kerj a yang ditetapkan;

mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Sub Bidang
Kepangkatan Pengembangan Karir Struktural dalam berbagai bentuk
sesuai dengan keperluannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Sub Bidang Kepangkatan
Pengembangan Karir Struktural dengan Sub Bidang lainnya;
Membuat daftar kenaikan pangkat PNS/ASN struktural;
memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat PNS/ASN struktural;
mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan struktural;
mempersiapkan administrasi izin belajar dan tugas belajar serta
pencantuman gelar bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural;
mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan Ujian Dinas bagi
PNS/ASN; '

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Subbid Pengembangan Karir
Struktural sesuai dengan pedoman kerja; |

menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada
Kepala Bidang;

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bidang
Mutasi,Promosi dan Kepangkatan;

memproses kenaikan gaji berkala PNS/ASN struktural.

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Kepangkatan Pengembangan Karir
Fungsional adalah: |

a.

membantu Kepala Bidang Mutasi,Promosi dan Kepangkatan dalam
melakukan pengawasan dan menyusun perencanaan Sub Bidang

Kepangkatan Pengembangan Karir Furigsional;
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menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,
Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaah Sub Bidang
Kepangkatan Pengembangan Karir Fungsional,;

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Sub Bidang
Kepangkatan Pengembangan Karir Fungsional sesuai dengan rencana
kerja yang ditetapkan; ' |

mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Sub Bidang
Kepangkatan Pengembangan Karir Fungsional dalam berbagai bentuk
sesuail dengan keperluannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Sub Bidang Kepangkatan
Pengembangan Karir Fungsional dengan Sub Bidang lainnya;
Membuat daftar kenaikan pangkat PNS/ASN Fungsional; ‘
memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat PNS/ ASN Fungsional;
mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepangkatan
Fungsional; '

mempersiapkan administrasi izin belajar dan tugas belajar serta
pencantuman gelar bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional;
mempersiapkan administrasi Penetapan Angka Kredit (PAK]) jabatan
fungsional,

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bidang Kepangkatan

Pengembangan Karir Fungsional sesuai dengan pedoman kerja;

menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada
Kepala Bidang;

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bidang
Mutasi,Promosi dan Kepangkatan;

memproses kenaikan gaji berkala PNS/ASN fungsional.

Bagian Kelima

KEPALA BIDANG PENILAIAN APARATUR DAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan adalah unsur Teknis yang
'dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
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(2) Kepala Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di Bidang Penilaian

Aparatur, evaluasi kinerja dan Penghargaan pegawai Struktural dan
Fungsional.

(3)

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan menyelenggarakan
fungsi :

a.

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undang,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan
lainnya yang berhubungan dengan Bidang Penﬂaian Aparatur dan
Penghargaan; _

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Bidang Penilaian
Aparatur dan Penghargaan sesuai dengan Rencana Kerja yang
ditetapkan;

mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi bidang
penilaian aparatur dan penghargaan dalam berbagai bentuk sesuai
dengan keperluannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penilaian Aparatur
dan Penghargaan dengan Bidang - bidang lainnya dan dengan
Sekretaris;

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Penilaian Aparatur dan
Penghargaan serta meneruskan proses surat menyurat kepada Kepala
Badan;

mengelola pengurusan Karis/Karsu PNS/ASN;

mempersiapkan bahan dan menyusun program kerja di Bidang
Penilaian Aparatur dan Penghargaan pegawai;

menganalisa dan memproses pegawai yang melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku tentang disiplin PNS/ASN;
menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan
saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Badan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah.

Pasal 16

Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan, terdiri dari :

a.
b.

C.

Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Struktural;

Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional;

Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
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Pasal 17

(1) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Struktural adalah :

)

a.

membantu» Kepala Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan dalam
melaksanakan tugas Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Struktural, _

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,
Petunjuk Pelaksariaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan Sub Bidang
Penilaian Aparatur dan Penghargaan ;

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan sub Bidang Penilaian
dan Evaluasi Kinerja Aparatur Struktural sesuai dengan Rencana
Kerja yang ditetapkan;

mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Sub Bidang
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Struktural dalam berbagai

bentuk sesuai dengan keperiuannya;

.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian dan

Evaluasi Kinerja Aparatur Struktural dengan Sub Bidang lainnya;
merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur struktural; '

membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur
struktural '

menganalisis hasil penilaian kinerja aparatur struktural;
mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur
struktural; |
mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bidang Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur Struktural sesuai dengan‘ pedoman kerja;
menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada
Kepala Bidang;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
Penilaian Aparatur dan Penghargaan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Fungsional adalgh :

a.

membantu Kepala Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan dalam

melaksanakan tugas Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan;
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menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,
Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan Bidang
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional.

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Sub Bidang Penilaian
dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional sesuai dengan rencana
kerja yang ditetapkan,

mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Sub Bidang
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dalam berbagai bentuk
sesuai dengan keperluannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian dan
BEvaluasi Kinerja Aparatur Fungsional dengan Sub Bidang lainnya;
merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur fungsional,

membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur
fungsional,

menganalisis hasil penilaian kinerja aparatur fungsional;
mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur
fungsional;

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bidang Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional sesuai dengan pedoman kerja;
menghimpﬁn dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada
Kepala Bidang;

melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Penilaian Aparatur dan Penghargaan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan adalah :

a.

membantu Kepala Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan dalam
melaksanakan tugas Bidang Disiplin dan Penghargaan;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,
Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan Bidang Di
siplin dan Penghargaan; o

menyusun langkah - langkaﬁ kerja / kegiatan Sub Bidang Disiplin
dan Penghargaan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan,;
mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Sub Bidang Di

siplin dan Penghargaan dalam berbagai bentuk sesuai dengan
keperluannys;
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e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin dan
Penghargaan dengan Sub Bidang lainnya,;
merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur;

memverifikasi tingkat kehadiran aparatur;

5o

mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparatur;

[SF S
.

menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan;
mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
membantu mengelola pengurusan tunjangan kesejahteraan PNS/ASN;

membantu mengelola menguruskan karis/karsu PNS/ASN;

gr-‘w"-'"

memproses pegawai yang melanggar peraturan perundang-undangan

yang berlaku tentang disiplin PNS/ASN;

n. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub bBidang Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional sesuai dengan pedoman kerja;

o. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada
Kepala Bidang;

p. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
Penilaian Aparatur dan Penghargéan;

q. mempersiapkan administrasi pemberhentian PNS/ASN yang
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r. mempersiapkan administrasi pemberhentian PNS/ASN yang

- mengundurkan diri;

s. melaksanakan tugas - tugas lain yang diber_ikah Kepala Bidang.

Bagian Keenam
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18
Pembentukan Nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksanaan

Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli
Tengah.

Bagian Ketujuh
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

(1) Kelompok jabatari Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;



(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)
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Kelompok jabatan fungsiona} terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam

jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang

keahliannya;,

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2)
dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk oleh Kepala Badan;
Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja;

Jenis jenjang jabatan Fungsional dan pembinaan terhadap tenaga

fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib membangun, memelihara,
membina, dan melaksanakan komunikasi vertical dan horizontal,
koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya serta pihak

terkait dengan menerapkan prinsip partisipasi, tranparan dan
akuntabilitas;

Setiap pejabat struktural di perangkat ‘daerah wajib menelapkan

pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunyé Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 26

Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 9 Maret 2017
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH
ttd

BUKIT TAMBUNAN

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 10 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

. 7
HENDRI SUSANTO LgMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 30



